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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6011);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA
CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerugian Negara adalah kekurangan wuang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara
atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan
Kerugian Negara.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai
aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas
selain tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam
segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga,
dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk

menyelesaikan Kerugian Negara.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses
penyelesaian Kerugian Negara.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau
pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri
Perdagangan untuk menyampaikan pertimbangan dan
pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat
yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, Kepala Satuan
Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM
tidak mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang
selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian
Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan Tertulis Yang Bersangkutan adalah laporan
secara tertulis dari Pegawai Negeri bukan Bendahara di
lingkungan Kementerian mengenai adanya kemungkinan
terjadinya Kerugian Negara yang berada dalam
penguasaannya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi
madya pada unit eselon I atau pejabat pimpinan tinggi
pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan pejabat
administrator pada unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Perdagangan.
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Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan ganti
kerugian negara di lingkungan Kementerian Perdagangan
atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau
Pejabat Lain.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang
bukan  milik negara yang = digunakan = dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib melakukan
tindakan pengamanan terhadap:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaannya dari
kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaannya dari kemungkinan
terjadinya Kerugian Negara.

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
di lingkungan Kementerian Perdagangan yang melanggar
hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau
tidak langsung yang merugikan keuangan negara

diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4
Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan

Kementerian Perdagangan bersumber dari:
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hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan
langsung;

hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

laporan tertulis yang bersangkutan;

informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung
jawab;

perhitungan ex-officio; dan/atau

pelapor secara tertulis.

Pasal 5

Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib
melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat
menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi
terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi
Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. melaporkan kepada Menteri; dan
b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,
untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan
satuan kerjanya.
Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
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(6) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan format laporan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa hukuman disiplin atau pembebasan dari
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7
Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri selaku PPKN menyelesaikan
Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti

Kerugian.

Pasal 8

(1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

(2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk
menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan

Kerja.
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Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau atasan

Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (2) membentuk TPKN.

TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan

paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan

anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. paling rendah pejabat atau pegawai yang setingkat
dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian;
dan

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses
penyelesaian Kerugian Negara.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi

pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian

Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari

satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja atas

nama Menteri selaku PPKN.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi

dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian

Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian

Negara.
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Pasal 10

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki

tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara
dengan daftar pertanyaan penyusunan kronologis
terjadinya kerugian negara;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian
Negara;

c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Negara; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

Ketentuan  mengenai format  Daftar Pertanyaan

Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum

dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf b diperoleh melalui:

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi
melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat
atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya
Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil
pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Ketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta

pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 13
Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh
TPKN disampaikan kepada orang yang diduga
menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan
tanggapan.
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada TPKN paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki
hasil pemeriksaan.
Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggapan diterima.
Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), TPKN melampirkan tanggapan
atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggapan diterima.
Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), orang yang diduga menyebabkan
Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil

pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
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Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian
Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan
Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak
diterima.

Ketentuan mengenai format Hasil pemeriksaan Kerugian
Negara dan permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan yang disampaikan
kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8).

Pasal 14

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
Kerugian Negara; dan

b. jumlah Kerugian Negara.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah

kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Ketentuan mengenai format laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



2022, No.756

-12-

Pasal 15

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan

pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) sebagai berikut:

a.
b.

menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), dibuat surat pendapat PPKN yang menyetujui
atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang
terhadap materi yang tidak disetujui.

Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) hanya difokuskan pada materi pemeriksaan yang
tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), TPKN membuat laporan hasil
pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan
hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti
pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk
mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala
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Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan
laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Ketentuan mengenai format Hasil Pemeriksaan Kerugian
Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja segera
menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang
Merugikan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri,
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara
beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk
SKTJM.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:
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a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali,

Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan

c. surat kuasa menjual atau melelang,

Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan

Kesanggupan dan/atau  Pengakuan  Pihak  Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris, format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian

Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan, dan

format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta surat kuasa

menjual atau melelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau
angsuran.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian,

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
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atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak

SKTJM ditandatangani.

Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian

Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi sebagai berikut:

a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan
keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan
gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian
Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara
tersebut; dan

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih
besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui
pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima
puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan
lunas.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang

bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara

dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30%

(tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima

pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang
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Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris yang disampaikan kepada Menteri untuk perhatian
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) kepada Menteri untuk perhatian Sekretaris
Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
Penetapan perubahan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban
pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran
tertulis.

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikenai sanksi
administratif berupa hukuman disiplin atau pembebasan
dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai format permohonan dari Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8), format surat
penetapan perubahan jangka waktu pengembalian
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
format teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan

kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM
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sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti
Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4),
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menyampaikan  laporan  wanprestasi = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN
untuk diteruskan kepada Majelis.
Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
Ketentuan mengenai format surat laporan wanprestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(1)

Pasal 20

Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan
laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan
dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja atas nama

Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
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SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat materi:

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

dengan surat tanda terima.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui

keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat

menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan

pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima

dari Kelurahan setempat.

Ketentuan mengenai format surat laporan SKTJM tidak

dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

format tanda terima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS

dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari

sejak diterbitkannya SKP2KS.
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Pasal 22
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan
sita jaminan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh panitia urusan piutang negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan
keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan
tanda terima surat.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan
keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja.
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk
mengganti Kerugian Negara.
Ketentuan mengenai format surat keberatan atas SKP2KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format surat
laporan penerimaan atau Keberatan atas SKP2KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 24

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian

Negara mengenai:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b;

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas
penyelesaian  Kerugian Negara secara damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1).

Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk

Majelis.

Pasal 25

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

beranggotakan 5 (lima) orang.

Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan:

a. Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi
pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku
ketua;

b. Inspektur Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi
pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku
wakil ketua;

c. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan
di lingkungan Kementerian Perdagangan selaku

anggota; dan
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d. 2 (dua) pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat
pimpinan tinggi pratama yang diperlukan sesuai
dengan keahliannya selaku anggota.

Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat

penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian kerugian
negara.

Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tim administrasi

penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pembentukan Majelis dan tim administrasi penyelesaian

kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

a.

penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1)
huruf b;

penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19; dan

penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Majelis melakukan sidang.
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Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a.

memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Negara;

meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 29

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan

putusan hasil sidang.

Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
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a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pasal 30
Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan wuang, surat
berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara  atau  Pejabat  Lain, Majelis dapat
memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk
melakukan pemeriksaan kembali.
Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
selalu PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
untuk disampaikan kepada TPKN.
Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis
menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam
pemeriksaan kembali.
Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri selaku
PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
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Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain,

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31
Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian
Negara dalam hal:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf
a; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5)
huruf b.
Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk
diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja.
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian
Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan

Pasal 23.

Pasal 32
Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan
kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa
pertimbangan penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
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b. wuang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.

Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian

Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis

melakukan hal sebagai berikut:

a.

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian
Negara kepada panitia urusan piutang negara; dan/atau
hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 34
Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penerbitan SKP2K.
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Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk

menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d. penyerahan wupaya penagihan Kerugian Negara
kepada panitia urusan piutang negara; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
yang diserahkan kepada panitia urusan piutang
negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(5) dapat dijual atau dicairkan.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

paling lamal4 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

C. panitia urusan piutang negara; dan

d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 35
Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang
telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:



(2)

7. 2022, No.756

memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
a;

memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1); dan/atau

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Negara.

Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan

SKP2K.

Pasal 36

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a.

memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1);

memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3);

memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui
terjadinya Kerugian Negara;

meminta keterangan atau pendapat dari narasumber
yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Negara.

Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis

memutuskan:

a.

b.

menolak seluruhnya;

menerima seluruhnya; atau
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c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis
dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi
yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
untuk disampaikan kepada TPKN.

Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku

PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 37

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c,

Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri

selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
dan

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian
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Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf f.
SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan
huruf c.
SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris,
dengan mengunakan tanda terima.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui
keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh,
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan
pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima
dari kelurahan setempat.
Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas
pelaksanaan SKP2K.
Ketentuan mengenai format tanda terima SKP2KS
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38
SKP2K mempunyai hak mendahulu.
Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur
preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita

lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
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Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur

lainnya.

Pasal 39
Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan
kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
b. penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri selaku PPKN:
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan
penggantian Kerugian Negara; dan
b. mengusulkan penghapusan:
1. wuang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/ atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit memuat materi:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan
dari penggantian Kerugian Negara;

b. jumlah kekurangan:
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1. wuang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja

sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf

b.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari
penggantian Kerugian Negara; dan

d. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan
Kerja.

Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

Dalam  penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:

a. uang milik negara dan/atau wuang bukan milik
negara;

b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

c. barang bukan milik negara yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan; dan/atau

d. surat berharga milik negara.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a didasarkan pada nilai nominal.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c didasarkan pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d didasarkan pada:

a. nilai nominal;

b. nilai perolehan; atau

c. nilai wajar.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN

dengan seadil-adilnya disesuaikan dengan kondisi

terakhir atas surat berharga dan barang pada saat

terjadinya Kerugian Negara.

Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau

surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang

paling tinggi.
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Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan
dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang
muncul selama umur penggunaan barang milik negara
atau aset tersebut.
Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan
dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal penilaian atau tanggal penaksiran.
Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap
jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara:
a. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kendaraan
bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan
berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis
pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual
kendaraan bemotor untuk menghitung bea balik
nama kendaraan bermotor di instansi yang
berwenang yang menangani yang berlaku pada
saat kejadian atau apabila instansi yang
berwenang belum menetapkan nilai berupa
kendaraan bermotor, nilai wajar atas barang
yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari
distributor resmi atau harga dari toko besar
dan/atau media informasi baik elektronik
maupun cetak; dan

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan
tabrakan atau sebab lainnya, ditetapkan
berdasarkan biaya perbaikan;

b. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan

dan mesin ditetapkan sebagai berikut:
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1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan
nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat
kejadian, yaitu harga dari distributor resmi atau
harga dari toko besar dan/atau media informasi
baik elektronik maupun cetak; dan

2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa
kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan
berdasarkan biaya perbaikan;

c. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan,
ditetapkan berdasarkan standar harga dengan
memperhitungkan  penyusutan sesuai dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada saat
kejadian; dan

d. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya
penguasaan negara terhadap hak atas tanah,
ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah
yang berpedoman pada nilai jual objek pajak dan
pedoman harga tanah dari pemerintah daerah
setempat pada tahun bersangkutan.

Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera

dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet
giro, travel cheque, dan wesel.

Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan.

Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf ¢ merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 41
Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan

sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak
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menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan
kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara
dimaksud.

Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang
milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil
klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi

atas barang milik negara dimaksud.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 42
Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan
atas dasar:
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3);
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2); atau
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1).
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling
banyak 3 (tiga) kali.
Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab
atas Kerugian Negara.
Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama

1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.



2022, No.756

(6)

-36-

Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:

a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja; dan

c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen
pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.

Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara

melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara
dengan menandatangani SKTJM  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui
sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran
sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3); dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4).

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
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diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan
pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
ditetapkan.

Ketentuan mengenai format surat penagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 43

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan pembayaran secara kompensasi, pembayaran
secara langsung, dan penjualan barang jaminan.

Pembayaran secara kompensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai
dengan jumlah yang disepakati melalui
bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa
pemotongan dan Kepala Satuan Kerja wajib meminta
bukti penyetoran ke rekening kas negara sebagai
bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti
Kerugian Negara; dan/atau

b. penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,

dipotong sebesar jumlah yang disepakati dalam
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kesepakatan secara tertulis atas pemotongan
penghasilan dimaksud dan disetorkan ke rekening
kas negara dan Kepala Satuan Kerja wajib
melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan

laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara.

(4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

a.

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara
dengan menyetor langsung melalui bank
pemerintah/giro Pos untuk rekening kas negara
melalui akun setoran SSBP 425791 (empat dua lima
tujuh Sembilan satu) pendapatan penyelesaian ganti
kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara
melakukan pembayaran secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada
Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan

penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.

(5) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan dengan:

a.

dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat
pernyataan jaminan;

hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas
negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa
hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris; dan/atau

dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat
menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka
kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris.



(1)

39 2022, No.756

Pasal 44

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti

Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan

jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dan
diterbitkan surat keterangan tanda lunas.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja

atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS,
atau SKP2K.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa  Pihak Yang  Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal
surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas
dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang
disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang
diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau
SKP2K.

Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas

dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan

tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian

dokumen yang terkait dengan penyerahan barang
jaminan.

Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan

yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K,
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pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta

kekayaan kepada panitia urusan piutang negara.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran
ganti Kerugian Negara; dan

C. panitia urusan piutang negara yang melakukan sita
atas harta kekayaan.

Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda lunas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf e

serta format surat permohonan pencabutan sita atas

harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN

mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan
Kementerian Perdagangan.

Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 46
Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang
seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan
permohonan pengurangan tagihan negara.
Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja telah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau atasan
Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas
permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya
jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar
dari yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS,
atau SKP2K.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Kerugian
Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang
seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K,
Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan
penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran
atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan
tagihan.
Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala
Satuan Kerja telah menenma permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung
pengembalian kelebihan setoran, Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan
atas permohonan beserta bukti pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) terbukti jumlah Kerugian Negara
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yang telah ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai
dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala Satuan
Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan
pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti
Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai format surat permohonan
pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan format surat permohonan pengembalian
kelebihan setoran ganti Kerugian Negara atas dasar
pengurangan tagihan sebagaimana dimkasud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN
KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47
Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada panitia urusan piutang negara yang menangani
pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang
diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti
Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri

menyerahkan wupaya penagihan Kerugian Negara kepada
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panitia urusan piutang negara paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

(1)

Pasal 49

Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan
Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa
piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri
Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, yaitu
fotokopi:
a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja

atau atasan Kepala Satuan Kerja;
b. SKTJM atau Surat SKP2KS yang ditetapkan oleh

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan

Kerja;
c. SKP2K;
d. surat hasil pemeriksaan;
e. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
f.  surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila

terdapat surat kuasa; dan
g. surat penagihan kepada penanggung hutang.
Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa
piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri
Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak
kerja atau ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan, yaitu
fotokopi:
a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja
atau atasan Kepala Satuan Kerja;

b. surat perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas;
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c. Keputusan Menteri berupa:

1. keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
dan

2. keputusan pemberhentian;

d. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;

e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;

f.  SKP2K;

g. surat hasil pemeriksaan;

h. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;

i.  surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila
terdapat surat kuasa; dan

j-  surat penagihan kepada Penanggung Hutang.

Dengan diserahkannya piutang macet kepada panitia
urusan piutang negara, pengurusan piutang dimaksud
selanjutnya beralih kepada panitia urusan piutang negara
dan satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan
piutang dimaksud.

Panitia urusan piutang negara menerbitkan surat
penerimaan pengurusan piutang negara, dan apabila
upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan
panitia urusan piutang negara terhadap penanggung
hutang tidak membawa hasil, panitia urusan piutang
negara menetapkan piutang negara dimaksud sebagai

piutang sementara belum dapat ditagih.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 50
Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti

Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
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a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
diketahuinya Kerugian Negara; atau
b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung
sejak terjadinya Kerugian Negara,

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak
yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris.

Dalam jangka waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak
diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian
Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya
Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku
PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris.

Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak
terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja atau
atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak
yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus

apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada

Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan

diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja

mengenai adanya Kerugian Negara.
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BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan
penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan
Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi
kebijakan Tuntutan Ganti Kerugiani Negara terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 53
Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian
Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 8 dapat dikenai sanksi administratif
berupa hukuman disiplin atau pembebastugasan dari
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk
mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi

administratif berupa hukuman disiplin atau
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pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas
tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang

dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan

dari Tuntutan Ganti Kerugian.

(1)

Pasal 56

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian
Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara
yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K,
Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang
Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang
tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara
disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K
dalam upaya pengembalian Kerugian Negara
diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara
atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan
ke kas negara.

Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas
eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud
diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara
dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui

SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
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BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57

Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian

Negara, setiap Kepala Satuan Kerja baik tingkat pusat

maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan

Kementerian Perdagangan melaksanakan penatausahaan

berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya

secara tertib, teratur, dan kronologis.

Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja
tingkat instansi vertikal, penatausahaan penyelesaian
Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk
menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan

b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja
unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II di
tingkat kantor pusat, penatausahaan penyelesaian
Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat setingkat
eselon III yang menangani fungsi keuangan.

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada

tingkat Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Biro

Keuangan, Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas

dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak

lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan
penagihan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala

Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian

Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana
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dimaksud pada huruf a dan melaporkan kepada
atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan tembusan
pimpinan unit Eselon I untuk perhatian (u.p)
Sekretaris Unit Eselon I bersangkutan;

c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar
akuntansi pemerintahan; dan

d. menyimpan dan mengamankan semua
berkas/buku, dokumen/surat, dan alat bukti
lainnya yang terkait dengan peristiwa yang
menimbulkan Kerugian Negara.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh atasan

Kepala Satuan Kerja sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai alat
pemantau penyelesaian Kerugian Negara;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian
Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut dari
Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan

c. melaporkan perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya
kepada Sekretaris unit Eselon I.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh pejabat

setingkat eselon III yang menangani fungsi keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai
berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan
laporan pimpinan unit organisasi yang berada di
bawahnya sebagai alat pemantau;

b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian
Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut;
dan

c. menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada Biro

Keuangan Sekretariat Jenderal.
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Pasal 58

Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah

domisili dilaksakanan oleh Kepala Satuan Kerja tempat

terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja
domisili baru.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala

Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang
dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang
baru dengan menggunakan surat pemberitahuan,
dengan tembusan kepada:

1. sekretaris unit eselon [ atau Kepala Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal;

2. Kepala Satuan Kerja domisili baru; dan

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara pada domisili lama dan baru;

b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar
Kerugian Negara; dan

c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian
berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari
Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja
domisili baru.

Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala

Satuan Kerja domisili baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf a atas nama
pegawai atau debitur bersangkutan;

b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara
bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian

Negara kepada sekretaris unit eselon I atau Kepala



51 2022, No.756

Biro Keuangan  Sekretariat Jenderal dengan
tembusan kepada:

1. atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
2. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian

Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara
kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan
sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan
masih tetap berlaku; dan

b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan
Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.

Pasal 60
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASSONA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Format Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian

Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*}

SURAT TUGAS
NOMOR ....... /8J-DAG/ST ...,
Dalam rangka melaksanakan tugas verifikaci atas informasi tajadinya

untuk Lk kown verifikas pads tanggal o od L stas informss tegadings
Kerugian Negara akibat kelcurangan.................. (uang/surat berharga/barang milik
negara dan/atau uang/barang bukan mitk negara *°) yang diketahui dari hasil
.......... (peng v/ p ik /laporan/informasi/ perkitungan  &x  officio**)

Surat Tugas ini disusun untuk diakzanakan dan setelah selezai di
Iaksanskan, sgar sezers menyampaikan laporan hasil venfikas dimsksud Kepads

instansi keait, kami h bantuan demi kelancaran pelaksansan mgas
tersebut.

Tempst, tangesl

Atasan Langsung/Kepala Satuan
Kera*™®),

B oy S e e s e
Tembusan:
| RPIPI TS
2 Cdan seterusnys.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tampat terjadinya Kaugian Negara
“#) Pilih zalah zatu.

www.peraturan.go.id



2022, No.756 =4

2. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

NAMA UNIT ORGANISAS]/ SATUAN KERJA#

HNemor e [BI-DAGS

Sifat : Rahasia

Lampiran : Saiu berkas

Hal : Laporan Hasil Verifikasl Atas Informasi Terjadinya Heruglan Negara
Yehe .. | Kepala Safuan Kerja/ Atazan Kepala Satuan Kerja %)

di

Sehubungan dengen hal tersebut di stes, dengan ini kami sampaiksn hal-hal
sehagai bariiout:

1. Berdazarkan Surat Tugss nomor ... tamEEEl i untuk
melalukan verifikasi aiss informas terjadinys Kerugian Negara skibat lelurangan
. (uang/surat berharga/ barang mikk negara afou uang/barang bukan miik

mg:m‘“‘]l l:h h.u;ku.um ................... (Safuan Kerja®) yang dilcetahwi dari hasil
[pmgnua.sm.-’pemenhm’ laporan tnformast perhffungan

&Y ujj‘i:in“",l BOMAT .evveemenns tamgzal e PEFEREL e,
2. Berkenasn dengan hal tersebut dengan ind kami laporkan bahwa berdasarkan

haszil wverifikesi dimaksud terdspat/tidak terdspat*] indikssi Herugian Negara

.. |Mla ferdapat mdikast Kerugian Negara, sebutkan jenis dan fumiah dan
kehdmngun mg, sural berharga, dan/afau barang dimaksud) dan terlampir kami
sampaikan laporan hasil verifikcas] dimaksud beserta bukii pendukungnya.

Demildan disampaiksan, atas perbatian Bapak /Tbu diucapkan terima kasih.

*  Diisinams organisasi/satvian kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugan Negara
**] Filih salah satu,

www.peraturan.go.id
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Format Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

|NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJAY |

LAFORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DIL INGKXUNGAN ......ccoviemmrannnnsne {Satuan Xerja *)

L Pendahuluan
A. Dazar Hukum
1. Paraturan Menteri Perdagangan Nomor ....... £SJ-DAG/ ....... tantang Tata
Cars Tuntutan Ganti Xerugian Negars Terhadap Pegawsi Negeri Sukan
Eandanara di Lingkungan Kemanterian Pardagangan; dan
3. SuratTugaz Nomor ..........oocveee. PAREEAL (oooneneennrns
5. Maikzud dan Tujuan
1. untuk membuktikan kebensran ats: adanya informasi Kerugian Negars di
ingkungan ... ... A (Satuagn Kerja”) yang diketahui dar hacil
..................... {pengawasan/pemenksaan,; laporan; w/penmmgm
ex officic™) nomor ......... tanggal ... parinal
- B “mnqammmmmlcmmm
................... [uang/curat bernarga /barang milik negara atau uang/barang
bukan milik negara™) &i lingkungan ... ........[Satuan Xerja®]; dan
3. untuk mendapatikan bukti pendukung yang dapat dipertanggungawabian
untuk mendukung hagil verifikssi dimaktud.
. Polaksanaan Verifikasi
(Jalazkan prozes pelaksanaan verificazi dan bukt pendukungnys|
Hazil Verifikasi
(Jalazkan tecara ringkas hasil dari pe/akzanaan verfikasi)
IV, Kezimpulan Hacil Verifikcasi

*| Diizi nama crganizasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugan Negara.
**] Filin zalah zatu.

www.peraturan.go.id
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4. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian MNegara kepada Kepala Satuan
Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA®)

MNomor . JPPPRPR J8J-DAG/........

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu berkas

Hal : Lapran Hasil PemeriksaanTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPEN)
e e |Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*]

selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian
Kerugian MNegara (TPKM) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan
..................... |Satuan Kergja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasill

pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ... tangeal ...l
perihal.. .o, yvang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan|
...................... (uwang/ surat berharga, barang milik negara atau wang/ barang bukan
milik negara**) berupa.........cooooa |sebutkan jenis dan jumlah wang, surat berharga,
dan/ataw barang dimaksud] dengan jumlah Keragian Negara sebesar Rp
..................... [--eee. sebutkan dalam humf ........) disebabkan karenaj
..................... *** dari Saudara .........c.. ceeeee NIP s jabatan L

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memints
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan|
laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terimaj

kasih.

Ketua TPKN,

[*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

[**] Pilih salah satu.

[***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan
melanggar hukum atau lalai.

www.peraturan.go.id
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Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Perdagangan

[MAMA UNIT ORCANISAS] SATUAN KERJA % |

[emor — . % i T TN .

Boime : Faksgis

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara

Fth. Menteri Peardagangan Fepublik Indonesia
wp.

Belretariz Jenderal Kementerian Perdagangan

Ualan M.I. Fidwan Raiz Ne. &

Valcarta puzat

Sehuburngan dengarn hal terzebuz di amae, dengan hormat kami laperkan
pial-hal sabagai berilnse:

L. Berdacarkan informasi dari hasil...
{penguwumfpemmksmﬂnpnm:gﬁmfumfpemmgm 13 u‘[Hnu "1 nomer

tmegEal . perias]l . pasy mepysmpsilan bk
mumxmmmﬂqmmhnghmgun_ ,Samnnlugn"] [terlampir].

E. Manindallanjuti hal terssbue lesmi 'n-_lu.h malalrlesrn  verifikemei s
informasi (laporan dimakeoud dengan bhazil verifilkssi terdapat indikaci Kerugian
Negars pada lingkungan .. ... [Sotusn Kevja*) dengan kelkurangsn .
(uang/surat berharga/barang milik negare afou ueng/barang bukan milk
megara®) berupa............or |Sebutkan jenis dan fumlah uang, surst berharga,
den/atou barang dimaksud] das terlampir kami campaikas |ssoran hacil
werifflcasi begerta bulkt pendukungnyva.

. Berlenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian
Negara dimalsud sesuxt ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nemer
.............. 131-DAG/....... tentang Tata Cara Tumtutan Ganti Kerugian Negama
Tethadap FPegmwai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian
Perdagangan

Demikian lami laporkan, atas perhatian Bapak/Teu diucaplan terima

kasih
Atazan Kepals Satuan Kerja
J/Kepala Sarusn Kerja®™),
Tembuazan:

1. Fimpinan Unit Ezalon I;
2, Atapanm Kepals Satuan Earja: dam
i, Espals Biro Keusngan, Sekretanat Jenderal.

| Dits nams orgEmisac/catusn kerjs tampat tejadinya teradima Keragan Nagara,
=¥ Pilik palaly pats

2022, No.756
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6. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

| NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 4|

Nomor :....... FREDAONS . o s i

Sifat :

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pembentahuan Adanya Indikas: Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Sehubungan dengsn hal tersebut di stas, dengan hormat kami memberitahukan hal-
hal sebagai berikut:

I.Berdaurkmmformnymgdineuhmdnnhasﬂ(pemmm/pmmn‘
Iaporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor . . tanggal ...
............. yang menyampaikan bahwa adanya K.cmﬁm Negara di lin;kunun
................. (Satuan Kerja®) (terlampir).

2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakcukan verifikasi atas informasi/laporan
dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan
......... edSatuan Kerja®) dengan kekurangan...........ccoveeene (uang/ surat
berharga/barang mitk negara afau wang/barang bukan mitk  negara*”)
berupa.........Jdsebutkan jenis dan jumlah uang, surst berharga dan/atau barang
dimaksud) dan terlampir kami sampaikan lsporan hasil verifikasi beserta bukti
pendukugnya.

3. Berkenasn hal tersebut di atas, kami skan memprosss penyelesaian Kerugian Negara
dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ......./SJ-
DAG/..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Psgawsai
Negeri Bukan Bendahara di Lingikkungan Kementerisn Perdagangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja*"),

Tembuzan:

1. Pimpinan Unit Ezelon I;

2. Atagean Kepala Satuan Xefja; dan

3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

| Diisi nam3 crganisaci/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara,
**| Pilih zalah catu.

www.peraturan.go.id
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Format

-50.-

Negara

2022, No.756

Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kemgian

A%

DAFTAFE PEFTANYAAN PENTUSUNAN

ERONQLOGIS TERJADINYA KEFUGIAN NEGARA

I

Perizarasn
Bagsimana lmjadian Derugian Negars dazet ot ahed?
g cars bagaimans Derugsen Hegars i Samme terjadE?
Esram jumlah inosngen uweng nost wrharge) eang
=il segars dan) am enylerany uless =il seEpses
dimakead®
Beraps fumlsh Kerugian Hegaos vang Sdaris cleh negera™
Aphils belure dapsr cliretapion dengsn prori. beraps dra-
dra juozlah Kemurian Hesara cdEmalead™
Sam mija (nams jaberan  pangme dan dalse
ledudalarmys selngni apel yang terindlecs verlibe dalam
imjadinn Herugiss Negsrs dan swsgped dimass messls
harus danggap tuna: dalam melsngger holnm (melabaiiow
F i 7 cehingen dmzlan rerjacdnm Kenagisn
Hepara dis alewd®
Apiah |[osjadian Kerugian Negora dimaleod swdah
dilaprlan lepds BEhak Repdicien El stau selbh ada
s Fengesdlss vany beflElamian hulses  peag
Wi  ada dilsmpirlan Swat  lsporan)/Beriza  Acara
Femardcoaan Folic stmy lepuhacan mogadlan atac mong
s 3.4 DT T
Aplah ada Fihak Kerign vang dalam hal ini diruglesn dan
tmragm Sumlah ymsg haros dibeyer Lepedenys dus spelel
ada PETATIrAn PeTuncangp-undangsn unruc merpadi dacar
wreule rmelalaileys pembavearas T
Apiah ada Pihalk Eetga yang dalam hal ini diunnmnglomn
dan barapn jumlshms carts atac mana nsgars cams
mewiseut  penagant s ng pees varan bevmlall o darl Pluale
Eerion dimalexd®

Tempat,
tangesl

[Namsa Anggota TPEHN)

MNegara

| B S

*) Diisi nama organiessif satuan kerja tempat terjadinys terjadinya Kerugian

www.peraturan.go.id
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8. Format Berita Acara Pemeriksaan

l NAMA UNIT ORGANISAS] [ SATUAN KERJA *)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......... tanggal . . ..ceeeew.. bulan o ceeeaeeeos tahum . . yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama j§ NIP
Jabatam

2. Nama § NIF
Jabatan

3. Nama § NIF
Jabatan

TPEN Momax..........coenee
Nama f NIF

Pangkat Golongan
Jabatan

Unit § spsersararisbisrinie e

Atas perl.n.n_-rm Tim Penyebesaion Kerugian Negara (TPEN), yang bersanghutan memberikan jowaban
sebagai berilkot:
1. Apalah Saudm dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
1. Ya, saya dalam keadnan sehat jasmani dan rohani.
2. .I’upuk.u.h Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
3. Cnbn. Jel.u:kn.n secarn singkat rwayat pendld:.h'.u:n formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara
sampai dengan sekarang?
3. Riwayat pendidilan formal ........_.._.
Riwayat pendidikan kedinasan
4. Coba jelaskan proses dan kapan uangf surat berharga fbarang milik negara dan )/ atan vang barang bukan
milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atan yang Saudara ketabhui?
F1

Riwayat pekerjaan

5. Coba jelaskan mengenni adanya kekurangan uang) surat berharga/ barang milik negara atau uang { barang
bukan milik negara yang berada dalam penguasann atau tanggung jawab aton yang Saudara ketahui?
5

6. [Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dar hasil
pemenksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum aton melalaikan
kﬂaj:bmlyn baik langsung atau tidak langsung dari yang bersanghkutan)

7. A]:nk.u.h ‘ada hal-hal lain vang peri: Saudara kemukakan

B. H.]:uknh dalam pemeriksasn ini Saudara merasa dipaksa atau mempemba'h tekanan?
8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dar siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersanglutan dan yang

bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperilesa, Pemeriksa, Anggota TFEKN

www.peraturan.go.id
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9. Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara olch TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJAY)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG /SURAT BERHARGA /BARANG MILIK
NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA*)
NOMOR /SI-DAG/

a 'l‘hmnn?rnhwnkw Nomor ....... /SJ-DAG/....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
egara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
b. Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara = Negara (TPKN) Nomor......... tanggal............

gl UMWWNqﬁmmmmmmW

c Nmmmm&mmsh&m ............ fuang/surat berharga/barang mikk
mlhumng/hnnnghxkanmﬂlknepn
Negeri Bukan Bendahara yang didug lakuk

milik Pegawai
Kﬂupnnﬂepnmnukdpdﬂun,mnpeuyelewmmﬂemdm

e, Untuk (uang/surat berharga/barang
miliknepnnnuumg/humlmhnm&m“ldmkad
I1. Pelaksanaan Pemeriksaan
mmmp@mmwmm kronologis terjads Kerugian Negara,
pengump Mﬂgﬂnmﬂlﬂ,—? Certnns 'lu?-m_",
ddugamehlmkunxulgmanj
Reia- dan Iy
IIL Hasil Pemeriksaan
kan hasil pelak P ik Kerugian Negara dimaksud, jmich Kerugian Negara, dan harta
kekayaan dari didug Lrkiskan Kerugian Negara)
1
2 dan seterusoyva.
IV. Kesimpulan Pemeriksaan
1. Berdasark hasil p ik Tim Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti teradinya
kekurangan .......cccoceiereeae qwmm@/mmﬂmmwmmmw|
K alibat S ]dd:
Z.Jumhhkempuﬂemmtzqnd:nhblht_unm ................. (nmymbah:wmmﬂc
mmwmmmm“]dc‘ d seb dy dalam hurnsf
di bk gan uang/ su ng riltk negara atau wang/ barang bukan
mMMWWmRMM
3. Harta X yang dapat dgadikan sebagni jami penyeh
ngun!kpnbuup.
n. ...........................

...... seterusoya ldmun apabila terbukti
hhnwnumg/mbcrhmp[bnmgmikmpnmumyhnng milik negara akibat
Mwmmumhnm

dan seterusnya.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai k vang berlak
Ditetapkandi........ccoeceve...
Pada tanggal ................. B
Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN
| SEN SO B R - IR s ..
3. Anggota TPKN
S —

:l mmmlmmwwwmm

“‘) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalm,

www.peraturan.go.id
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10. Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyecbabkan
Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA®)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK
NEGARA ATAU UANG /BARANG BUKAN MILIK NEGARA*|
NOMOR .......... JSYFDAG ..o

I Pendahuluan

1. Dasar Pemenksaan
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ........ /SJ-DAG/.... umung'!‘annmnmunGlnﬁKnuw
NepuTuhldapPepwuNeF'IBuan dahara di Lingkungan K ian Perdagangan: dan
b. Surat Kep k Iy ian Kerugi

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
a. umwwmpm&mmwmswm

| Jenis %
b. Untuk hui penyebab perb i Negeri Bukan Bendahara di ib

c. H:nymungjumhh Kerugian Negara atas berkurangnya .. .. [uang/surat berharga/barang milik
nepnlumuanymbuhnmﬂﬂtm“)

d M harta X lull'kPe'wuNepnBuhnB dahara yang did h
Kerugian Negara untuk dijadikan j peny Kempnkpndnn

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peri kekuranga .. [uang/surat berharga/barang

-

[J&smynﬂkymwn&hn&nﬂmmw logis terjadinga Kerugian Negara,
peng et h Kerugian Negara, dan pengir i harta kekay
rmngmdnkuhanmgxm

2 <eeeee. AN sEterusnya.
n Hul.IPamhuu
(Jelask i Negara dimaksud, jumich Kerugian Negara, dan harta
fehpmdmmmmmw
2. dan seter
IV. Kesimpulan Pemeriksaan
1. Berdasark hasil p ik Tmhw&mn&mwﬂwﬂﬂ(ﬂhhnkrbukuleqﬂuy-
ek - [uang/aun!beﬁuuw/ ng milik negara atau wang/ b bukmnﬂiknegam")
berupa ..... (sebutkan jenis dan j f uwmb;:mw.wu: g di d) yang disebab

")
2. Jumlah Kerugian Negam yang terjadi akibat kek e (nﬂlg/nuntbuhmga/bamgnik
nqnmqmumg/hrmgbuﬁm.ﬂik_, **) dimaksud seb Rp (-- kan dalam huruf

J

J.Hma_" milik Saud yang dapat dijadikan sebagai j penyel

BBy T dabiniid iy i ades B nte .dan seterusnya.  fimuat apabida terbukti
khwunq/wnbuﬁuphnngm&nmnnhumyh“hﬂmulﬁkumlml
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4. dan seterusnya.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ditetapkan di ........ceoeveneeee
Pada tanggal ............c.c...
Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN
| MR o R, N i iiaisitpisimins
3. Anggota TPKN
| PRLATE U
%) Diisi nama isasi/ kena tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara,

**)  Pilih salah satu
***) Fikih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lakai, bukan perb melanggar hul atau kaki

www.peraturan.go.id
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Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan
Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik
Negara Discbabkan Perbuatan Mclanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA®)

LAPORAN
TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG /SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG /BARANG BUKAN MILIK NEGARA **)
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA

I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .......... /SJ-DAG/........ tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan|
Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
NOEDOE ... o it ese s tanggal............ tentang............
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab)
atas terjadinya kekurangan ... (uang/ surat bcrharga/barunq
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ...
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksudy);
b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendaharn)
dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangar
.......................... (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang
bukan milik negara**);
c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan ... { uang/surat|
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang]
didugn melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesainrn
Kerugian Negara; dan
e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ....................]
(uang/ surat berharga/barang milik negara ataw uang/barang bukan milild

negara**) dimaksud.
1. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis
terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlaky
Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukars

B S eha e Si e ade A e S L S P E 24 ol S S S e Ao LS OVt S TR S S0 el e Sob SE b p SAG St B S A e AL 6% dary
seterusnya.
[II. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelak tksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlak
Kerugian Negara, dan hana krkaynan dari yang diduga melakukan Kerugiarn

I ——— dan seterusnya.
V. Kesimpulan Pemeriksaan

[Berdasarkan hasil pemeriksann Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa
terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/ surat berharga/barang milik
negara ataw uang/barang bukan milik negara**) berupa ......... (sebutkan jenis dan
jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
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1. dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **)
dar Saudars ..o NP e JADBEAN. e

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kelkurangan ................ |wang/ surat
berharga/barang milik negara atou uang/barang bukan milik negara **)
dimaksud sebesar Rp ................. | ... sebutkan dalam huraf ... )-

3. Harta kekayaan milik Saudara .................. yang dapat dijadikan sebagai
jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
B ot bt g e e e e b S o £ £ S 4 £ S A S e b d bed £md fmm h bbb d
B it b b b b s b s b bR s kb b e eanse s AR SEEETUAAYR.

ORI OPPPRPRR o 1< o -1 =l = i -1 01 =

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pembuat Laporan Anggota TPEN,

1. Ketua TPKN 2. Anggota TPEN

3. Anggota TFKN

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**] Pilih salah satu.
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Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan
Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik
Negara**) discbabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISAS]) SATUAN KERJA®)
LAPOREAN
TENTANG
HASIL FEMERIESAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEEURANGAN UANG, SURAT
BERHARGA /BARANG MILIK NESARA ATAU UANG/BARANG BURAN MILIK
NEGARA*) DISEBAEKAN EUKAN FEREUATAN MELANGGAR HUKUM ATAL
LALAT PECAWA] NEGER] BUKAN EENDAHARA

HOMOE ... wna [ BTDACS v samnres
I. Pemdabuluss
1. Dagar Pemerikcsaan
a. Peraruran Menterl Perdagangan Nomor ..ot 8 =DAG/ .............. te;ntanyg Tam

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegmeai MNegeri Bukan
Bendahara di Linploungen Kementeriam Perdagmngam; dan

b. Burat Keputucan plmblﬂtul:m Tim Pmrnll:lim Kerugian Negara [TFEN]

Nomor ... tangEml . L tERTARE
@ Mlakiud dan Tujean Plﬂ.th:IlIﬂ

a. Untuk mengsishni Pegeorsi Negeri Bular Bendabsrs vang berisngguingjanak
psax serjadinye RelUTangRs ....ccoceeeeesees |HERESSurst berharga/ barang milke
negore gtou wong, barang bukon milikc negora®™) berapa . [ sEutioom
s dan uminh usny, surar berbargs, domarau barangy aimakmel];

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Sendahama
dimmlrsnid yvang meangsiribarkess terjsdinys kelorsegme
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uln;,l"b-.rln.‘ 'huh.'n m:.ﬁh
negama™);

o Minghitung jumlah Kersgian Negara atac ksluranmgan oo
[ugng/surae berhorga/bareng millk nepore otou uong barang bukon mikk
negarat)

d. Menginventarizasi barta kekayasn milik Pegavwai Negeri Sulen Sendahara yang
didugs melalisn Kerugism Negara unmle dijadikan jaminam pemyelesaian
Keragian Negara: dan

e Unmulk mengembi kromologizs terjsdinys perictivs leelorenpss L
[uang/surat berhorga/barang milik nepara atou uang/barang bukan mikk

1. Pelaksanaar Pemarikzaan
{Jelnckan profit Pegoua Negeri Bukon Bendn hare yomg diperikso.  krorologis
teradinga Kerugizn Negars, pergumpulon bulksl pendubung, penghisingan femilak
Kerugian Negora, don penginventarisasi harto kekoyeon yang diduga melokakan
Keruglan Negars)
R

SEtErUsnTa,

. Hazil Pemesikcasn
|Jelaskan harl pelakssncan pendriksasn Kerugian Negars ditaksud, familak
Kn:m.g'l.m Kﬂgn.rn, don harta hdnujmndﬂ.nymng d.ldn.g-amci'n.h.l.hnl Km.l.glnn Negara)

TEtETULEYa.

IV. Kemimpulan
1. Berdagarkan hagil pemerikenan Tim Penyelesaian Kerugisn Negars (TPEN| bahos
terbuksi terjadinye KekUTAREAR ........cccrmcommmnnnn [wang/surat berharga/barang
muitik megore oo mr:.g',-"bmmg' bukan m.dr.h: g™ berupa ... ] b HhoE
Janis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau borang dimaksud) yang bukan

www.peraturan.go.id
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disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalal dasi Ssudara .............. HIP
seterusnya

dan

Demildian dsampailan untulk dapst ditndakissfiuy sesusl ketennine yang berlalas
Pembust Lassran Anggets TPEN,
1. Katus TPEN 2. Anggota TPEN

*) Diisi namas organieasi /earuan kerja tempat terjadinys Kerugian Negara,
** Pilik ealak gang
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13. Format Surat Pendapat PPKN Menyctujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan

TPKN
|
[ NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA 4
NOmMOE 3uauime /8J-DAG/.....uuu
Sifar
Lam; :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN|

Yth. Ketua Tim Penyelecaian Kerugian Negara [TPKN)

&

Sehubungan dengan Surat Saudara ROmMOr ...ccvcveee. TAREEAL Lvviiiiciininiiniiiin
perihal ............ v yang menyampaikan Laporan Haczil Pemeriksaan TPKN nomor
......... o tanggal ... _perihal ... _dengan ini kami zampaikan bahwa

betdn&nmd&unmhwmhmmwbsmbm
pendukung dan mempertimbanglkan ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan
NOmMOT .oocnnrsrasnnns /3J-DAG/......... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara Terhadap Pegawai Negeri SBukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian
Perdagangan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hacil Pemeriksaan TPKN
dimak:ud yang menyatakan bahwa terbuks terjadinya lekurangan
|uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara ”)
disebabkan perbuatan melanggar hukum atou lalai/bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai **] Saudara............... AP, ' cccssarevesisssesas jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPEN untuk
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan
Menteri Ferdagangan Nomor ... et ST-DAG/ v dimaksud kepada Saudara
.................. , dengan mengupayckan surat pemyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tamgggung
Jawab Mutlak (SKTJM) (permyatacn ini ditambahkan &ila mana PPKN menyetujui
kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar
hukum arau lalad

Demikian dizampaikan atas perhatisn Saudars diucapkan terima kacih,

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**

| Diici nama Orpamecas / Tatuan Kera tempat terjadinys tarjadinya Kerugian Negars.
| Pilils talah satu.
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14. Format Surat Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja Kepada
Menteri Perdagangan Selaku PPEKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPEN)

NAMA UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA °)

Nomor T JSI-DAG ..o
Lempiran - Satu berkac
Hal : Laporan Hasil Pemeriksasn
Tim Penyelessian Kerugen Negara (TFEN)
Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
..

Sekretaris Jendsral Kementerian Perdaganean
Jalan M 1. Fidwan Rais No 5
Jakarts Pueat

Sshubungan dengan hal tersebut di atss, dengan hormat kami laporksn hal-hal
sehapai berilot:

1. Berkenaan demgan telsh terjadi kekuranganm ... (uang/sural berhargnbamang molk
negara afou uang barang bukan miik negora™) barupa ............ [febutkan jerds dan
Jumnlah wang, surad berharga, dor/afau barang dimaksud) di inghungan, ... .. | Satuan
Kerjg). K.mtelnhmmnﬂuldm;unhaltmehﬂdmmmmhmmkﬁm?mmm
Herugisn Negara (TPEN) dengen Ksputusan Pembentukan TPEN  Nomor...
Tanggal........... tentang ... (terles;pir), dan sudsh melalookcan pmuilnm ltu
Kerugan Negara dmeksud dengan Lsporan Hasil Pemeriksaan nomor . . Tenggsl

- [berlampiy), serta talah mmdlpu.t pusehuu.a.n dari PFEN .mu Fl!;]lhl.t VARE
Mmdﬂmmmw .. tanggal .. ... Perinal Pendspat atas
LapmuHaﬂPmmﬂrsunTP‘KH[whmpu]

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPEN tersebut di atas, bahwa terbulti terjadinya Kerugian
Hegara akibat keskurangsn ... (us;g/sursl berhargebarong rolik negara  afou
ugng/ barang bukan moik negara™) DERUPE .....occveen... (SEBUTRAR jemis dan fumiah
ung, storaf berharga, dan/ afou barang dimaksud) dengan jumlah Ksrugian Nezara sebasar
1< TR — sebuthkan  dalam hu.mf ........ il yang disebsbkan karens

... ¥ dari Saudars . ) jubatan

Darrikiian learni laporkan, atas parhatian Bapak /Tba diucapkan tevima kagih.

Hepala Satusn Herja/Atasan
Eepala Satuan Kerja™)

Tembussn:

1. Fimpinan Unit Eselon [ yang bersan ghutan;

2. Atssan Langsung Kepsla Satusn Kerja yang bersangiutan; dan
3. Kepals Biro Keusngan, Selvetarist Jenderal.

¥ Diisi nama organizaci | catuan kesja tempat tejadinya Kerugan Negars,

* Pilih salsk gaes

== Pilih galah caty perbustas melanggas hukum perbustan lals] bulan parbustas melanggar hulum
meau lalai
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15. Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyctujui atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA %)

Nomor S R /8J-DAG/............

Sifar 3

Lampiran :

Hal : Pendapat atag Laporan Hagil Pemerikcaan

Tim Penyelezaian Kerugian Negara (TPEN)

Yth. Ketua Tim Penyelecaian Karugian Negara [TPKN)
&

Sehubungan dengan Surat Saudara nomer............. tanggal ... ewwperihal
............ yang menyampaikan Laporan Hazil Pemeriksaan TPEN momor ...

tanggal ..o perihal ......coveeeee , dengan imi kami zampaikan bahwa
berdazarkan penelahaan atacx Jlaporan hawl pemernkiasnm dimaksud dan
mempertimbangkan  ketentuan pada Peraturan Nemeoer ..o /8-
DAG/......... tentang Tata Cara Tuntutan Canti Xerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Dendahara Di Lingkungan Kementerian Perdagangan kami
berpendapat tidak menyetujui atac Laporan Hasil Pemerikzaan TPEN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui ataz Laporan Hazil
Pemerikzaan dimaksud terkait materi..........cccooemennes (sebutkan dan jelaskan
materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetund PPKN)

Berkenaan dengan hal terzebut di atas, kami menugackan TPKN cegera untuk
melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak dizetujui tergebut di ataz

Demikian dizampaikan atag perhatian Saudara diucapkan terima kacih.

¥) Diixi nama organizaci/zatuan kerja tempat terjadinys terjadinys Kerugian Negara.
**| Pilih zalah zatu.
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16.

Format Surat Pernyataan Kesanggupan danjatau Pengakuan Pihak Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

| SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUANY

Vang bertands tangan di bawah in:
Pangks/Golongan : ...
Unit L e e

bertindak selakou (Pihak yang Meruglkan stau Pengampu/Yang Memperoleh Halk/Ahl
Waris dani Seudara ..........cc...... *| menyatakan kesanggupan dan/atau mengakul
glezn bertanggung jawab ates Kerugian Negara sehesar Fp ... |_sebutkan
dalam huraf ........| atas keburangan .................. (uang/surat berharga barang
miltk negara atau uang/ barang bukan mibk negara™| berups ............ sebutkan jenis
dan jumlah uemg, surat berharga, dan/afou barang dimaksud) dan saya bersedia
untuk menggant seperubnya dalam bentuk Surat Keteranmgan Tanggung Jawsh
Mutlak [SKJM).

Burat pernystssn ini saya bust dengan ssdar dan tanps pakssan dan
pihak manapun.

Mengetahui: Vang membust pemyataan,
Kepals Kantor/Satuan Kerja
meteral culoap
NP — NP
¥ Pilih salah satu.
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Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan
Pihak Yang Merugikan

2022, No.756

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertands tanpan di bawah i

Nama/ NIP - S 1 — .

Jabatan L e e e e e

Unit .

Alamat e et an e nan e

menyvatakan dengan tidek aksn mensrik kembali, bahwa says bertangsung jawab
atas Kerugian Negara sebesar Fp ... [ ... sebutkan dengan huruf ... |, yalmi
kerugian yeng disebebken atas lekurangan... [mmr’sum‘t

bﬂhﬂmﬁbmungmﬂrknegmradm;uaﬂgﬁbmbukmmﬁknﬂgﬂm‘jbﬂm
|sebutkan jents dan umlah uang, suraf berharga, dan/otau barang dimaksud).

1. Jumlah Eerugian Mmimﬂnhmmmﬂmmm

dimaksud ke rekenng Kas Negora o ... ...pada tanggal ..
(salinan bukti tanda sefor ddampirkan bersama ml} *}
atau
2. Jumloh Kerugion Negara dimaksud akan soya ganti dengan menyetorkan umiah
dimalksud ke rekening Kas Negara di..... .. dalam jangks wakf ... i
dengan angsuran tigp bulan sebesar Ep R A— T
Foouf jdmmyemhkmmmhemm ....................... 9

Apahils dalarn jangls walktu di atec szetelah zays menandstangani
pernyataan ini ternyats saya tidak mengganti sehuruh jumlah kerugian tersebut,
maka Negera dapet menjusl atan melelang bareng jaminan tersebut Ssya
menysdari balhwa setelah Letersngan i dibust tdelk boleh mengsjukan
pembelaan dini dalam bentuk apapun.

Aenpetabu:
HKapala Kantor/ Satuan Kerja)
metaral culoup
1 2 [Hama penanggung jawab keragian negara)

| Filih galah ssmn,

*¥  Filih salah satu pernyatasn 1. dan 3. Meterad

w=  Herugisn Negara alibar perbustsn melsnggar hulomm pabing lams 90 ker knlender pjaic
STIM ditandatampani atau aldfbat kelaladan paling lama 24 balan cejak SKTIM disandazangani
Aty jangla waktu seua dengan pereeigjuan Menter —-atas jangio vk kondid tertentu.
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18.

-792-

Format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari

Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT EETERANGAN TANGEUNGIAWAE RIUTLAK

Yang bertanda tnnpm di bewak ini-
Hama
Almmet

Sebagai Pemgampu/Yang Mempersieh Mak/Ahl Wariz®| dari pihak Penanggung Jawab

Karugi=n st=c:

Hama; NP R

Fangicar; Golongan
rmit

menyataian dengan tidak sksn menank kembali, bahws faya bertanggung jawab stes
Karupian Hegara sebssar Bp .ovveeeens sebutkan dengan k...

dicabablkan Ats: Keloaramgsn .

atzu wang/barang bukan milikc ﬂngwu".- bcmpl

surat berharga, dan/atou Barang dimaesud|.

1. Jumilsh Eerogian Negara dimakrud telah fzya gant demgen menyetorkan jumlah
dimakend ba rakening Kac Naogars a0 ...

tanda zetor dilampirican bertama ini). 7|

atag

3. Jumlah Ksrogian NI'II'-I. dimakrud akan

MEETATARKAR [AMINAR BETHER .. oooeeeioeeeee

Apabils dales jangies wakto i atms ¢

--J. yEkni karugian
[mg;m bermarga mng milik negarm
- [zsbuson jemis dan pemiahouang,

pads tangsgal ... .. [zalinss bkt

izya gEnt demgen menyetorkan jumilsh

=+~). dangan
-[--mdmmmm ) dEmEEn
. ")

tarmyata paya odak mengEant sluruk jumlah keroglan ternebui. maks Negars dapat
menjual atan melslang barang jaminan tersebut. Says minyadan tahwa setalah keterangan
ind dibuat tidak bolsh mengajulkan pembslaan diri dalam bemtuk apapun,

Mengetahui:
Kepals Kantor Satusn Kerja

Filin calah wany.
Filh eelsh smb) pernysinen 1 d=n 2

Karugian Megars slbat pertussar melargger buloem paling lsms §0 ban edander sejuk
SHTUM ditsndesenpen mten sidbet Lelsimisn pal ing lame 24 buan oejak SETIM
mmmmmmmﬂmmmm

h zays mensndatsngani pernyatasn ini

meteTAr Cuktap

[Mama Fengampu; Yang Mamparcian
Hak/AhL Warit dari Penanggung Jawab
Earugian Nagaral
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Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PEENTATAAN JAMINAN

Tang b-ru.nd.l.tmpn di bawrah ini:

Nama | NIF AP | . | 1~ S |
Jabaman .
Unit k=rja 2
Tempat snggal T

dengan ini menyatakan:

1. Bakhwa zebagai tndak lanjur ataz Surat Keterangan Tanggung Jowabk MMutlak
[SELTM) yang zayva buat tangpal ... ... dengan il saya menyverahkan
barang-tarany, hak-hak aiax barang, surat-zurat berhargs, hak-hak asac
tagihan berupa:

a. Tanah (zebutkan status Male Milik/Adss /HGE, luas lokasi bulks pemilikan
dan lain-lain);

b. Bangunan [febutican permanen, semi permanen, hiac, lokes falsmat bualcti
IMS dan lain-lain);

c. Barang berperak [zebutkan jenis, nilai, bukt pemililan dan lain-lain);

d. Tagihan Plutang (sebutican jeniz nilsl, buld pemililkan dan lain-lain);

e. Surat-zurat Berharga (sebutkan jenixz, milal, bulkti pemilikan dan lain-lain|,

sebagsl jaminan atas pengembalian @ Kemugsn Negara yang menjadi

angpungswab caye cabesar Bp. ... [I— zebutkan dengan huraf ..........)

Z. Bahwa barang-barang, hak ams barang, surat-zurat berharga, hak atas tagihan
terzebut telah saya serahlan kepads negars yang dalam hal ini diwalsli olsh:

Hama [ NIF R R -

Parmpicar ! Golongan @ . fGal. S

Jabaran I — [nuunl.‘l quhu Etllrﬂl :II,-'H.l;uh ll.rul.'n. Kerja|
Unit ! meessmr e nee wnsr————

Dengan dizakeilan oleh:
Hama / HIF R
Pangka: / Golongan

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atss barang, surat-zurat berharga,
hak-hak atss tagihsn terzebut pads butir 1 di atss adalsh benar-benar
mililc/hak saye pribadi yang sah zerta tidak dalam keadsan zengleta dan tidak
terdapat beban-beban lainnya.

4 Apabila ampal dengan tanggal. ... terAvai;s saya  tidak mampu

mengembalikan zelurubh Kerugian Negara seluruhnys, maka barang-barang,

hak-hak atas bu.ru.n.g, Surat-murat bu‘hﬂ.rp., hak-hak atax '!ng;han tereebut pnda.
busir 1 di azaz, taya zerahkan sspenubnya kepada negara untuk dijual, dilelang,
jawab ataz Kerugian Nagara dimaksud.

Apabila hazil penjualan/pelelangan (penagihan terzebut pada butr 4 di amax

termyata kurang dari jumlah Kerugisn Hegars yang harus caya kembalikan,

maka kekurangan tetap menjadi tanggung jewab caya amau Pengampu/Yang

Memperoleh Halk/Ahli Waric caya

6. Apabila haszil penjuslan/pelelangan /penagihan terzebut pada butir 4 4i awas
melebihi jumlah kelurangan Herugian Negara yang harus saya kembalikan,
maka kelsbihannys akasn zays stsn PengampuYang Memperclsh Halk/Ahi

1_.II
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Wariz saya terima kembali zetelah dipetong biaya-biays yang welah diksluarkan
oleh negara sehubungan dengan penjualan (pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atazx Herugian Negara ini tidak
mengenyampingkan tndakan hulkum pihalk yang berwajib dan azau tindakan

admindztrazi kepegawaian berdazarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demiktian penyerahan ini caya buat dalam keadasn zehat, gadar dan tanpa adanya
paksasn atau tekanan dar plhak manspun.

Tempat tanggal ...

Yang menerima penyerahan Yang menyerahlean
Jaminan,

*] NIP, pangiat/golongan, jabatan, unit di izi bag yang mensndatangani Turat
pernyatasn merupakan Pegawal Negeri Buksn Bendahara wsbagai pihak yang
merugilkan.
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20. Format Surat Kuasa untuk Menjual atau Melelang

HARLA URIT ORGANISASL) SATUAN KERJA <)

SURAT EUASA UNTUE MENJUAL /MELELANG

Yang barcanda tangpan di bavwah ini:

Nama | NIF FSPTURISR J . 1 | = OO P
Pangieat { Golongan : ..
Jabaman '
Uniz H

Dalam hal ini bertindak untuk dan ataz nama Negara (Menteri Perdagmngan
Fepublik Indenexia) dan dalam melaloulean:

khusos

untulk dan atas nama pemberi kusts melakulkan tndakan hukum berupa menjual
dan fatsn mencairkan barang-barang, hak-hale atas barang, surat-sura: berhangs,
hak-hak ataz magihan yang telah dizerahkan kepada Negara zeruai dengan gurat
pernyataan jaminan tanggal .. untuk dizetorkan ke kaz negara
sebaga penyelesaian Kerugian Negara,

Demilcan pura: kuaza ind diberilkan dengan substituzi.

Yang menerima kuaza, Vang memberi buata,
Meterai culoup
NP ... JO— R

®| Dl nama srganicazi/satuan KeTja tampat wrjadinys Kerugian Nagara,
=¥ mWIF, pangkst/golongan, jabatan. unit i is bag yang mensandstsngani surat Kusszs
marupaksn Fegawel Negerl Bukmn Sandahsrs cebagei pihak yang mearigiken
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21. Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian
Negara dari Pihak Yang Mcrugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris

Nomor S usansssesssmsnsssnshssssspesmssss
Lampiran : Satu berkas
Hal ! Permochonan Perubahan Jangka Waktu

Pengembalian Xerugian Negara

Yth. Menter: Perdagangan Republik Indonezia
wp.

Sekretaric Jenderal Kementerian Perdagangarn

Jalan M.I. Ridwan Raiz No. 5

Jakarza
Sehubungan dengan Laporan HMazil Pemeriksasn Tim Penyelezaian
Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor ............ tanggal ... perihal Laporan
Macil Pemerikccaan ................ . yang menyatakan bahwa taya:
Nama /NIP :....cccvreenes J BIIPssrsrsnsassmmryee
JEDEBRIE 3 aciiiiiicissstsomitsssssivtinisosmsssssesie
TRE ' 3 iirereermeisesapties rmmaee e ioey
bertanggung jawab atac terjadinya kekurangan | ......... {uang/suraz

berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa
................ {sebutkan jeniz dan jumliah uang, surat berharga dan/atau barang
dimaktud) dengan jumlah Kerugian Negara cebesar Rp ... - -
zebutkan dalam huruf ..... ) yang dizebablkan perbuatan lalai caya.

Sesual ketentuan Pazal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomer
..... /SJ-DAG/........... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka
zaya wailb mengganti Kerugian Negara dimalksud dalam walktu paling lama 24 (dua
puluh empat)] bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SEJIM)
ditandatangani.

Eerkenaan dengan hal tersebut di atag, saya memohon perubahan jangka
waktu pengembalian Kerugian Negara tesuai dengan ketentuan terzebut yakni dari
2% [dua puluh empat] bulan szejak SKTJM ditandatangani menjadi...........
{-..sebutikkan dalam husuf ....] bulan dan berzedia melakukan pembayaran melalui
pemotongan gaji/tunjangan atau penziun‘) sebagal penggantian Kerugian Negara
dimaksud. Permohonan terze but zaya ajukan karena ... [sebutkan
alasan/kondisinyaj dizertai dokumen pendulkung sebagaimana terlampir,

Demikian dizampaiikcan, atac perhatiannya diucapl terima kasih

Tembuszan:

1. Ketua Tim Penyelecaian Kerugian Negara (TPKN);

2. Kepala Satuan Kerja/Atazan Kepala Satuan Kerja: dan
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal,

“ Pikh galah gatu.
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22. Format Surat Penctapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian
Negara

| KEMENTERIAN PERDAGANGAN I

Sehubungan dengan zurat Saudara NOMOr ...cccveereenns tanggsl
................ perihal terzebut di atag, yang menyampaikan permchonan perubahan
jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian secuai dengan
ketentuan terzebut yakni dari 24 (dua puluh empat] bulan zejak 3KTIM
ditandatangani menjadi......... [ sebutkan dengan huruf..) bulan, dengan
alazan/kondisi mengajukan permchonan karena............... i alasan/ kondisi
mengajukan permohonan dan pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan
alacan /kondici dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomer
../8J-DAG/....... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka
dengan ini ditampaikan bahwa permofionan Saudara mengenai perubahan jangka
waktu pengembalian Kerugian Negara dimakeud dizsetujui azau ditolak®)

Demikian dizampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kazih.
Tembuzan:

i. Kepala 3atuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

* Filih zalah zatu,
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23. Surat Teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris Mclalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan
SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA ¥

Nomor  : .iiiiieieanes

Sdat | Csclliisiniiin

Lamp a

Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran Atss Piutang Kerugian Negara

nh Sl (Pihak Yang Menandatanggani SKTJM

di

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawsb Mutlak (SKTJM) tangsal
........ yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara skan
melakukan pelunassan/pembsaysran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang
Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP) sebesar Fp............... |...sebutkan dengan
huruf....).
Menurut penatausshaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Ssudara belum
melakukan pelunssan/pembsyaran atas stas ganti Kerugian Negara yang berups

piutang PNEF sebesar Fp ... (... sehutkan dengan huraf ... ) sesual dengan tanggal
jatuh tempo sebagaimans tercantum dalam Surat Heterangsn Tangsung Jawsab
Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudars melunasi/membayar tagihan tersebut
dengan menysetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas
Negara melslui skun setoran SSBP 425791 Pendspatan Penyelesaian Ganu Kerugian
Negara Terhadap Pegawal Negen Bukan Bendahara Atsu Pejsbat Lain paling lambat
tanggal. ....ooiiiiiiins dan apabila Saudara telah melakuksn penyetoran, dimints agar
fotokopt bukti setor berkensan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesusi tanggal
tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.
Kepala Kantor/Satuan Kena
“  Disi nama crganisasi/ kerja temp jadi veryadi Kerugian Negara.
*) Dalam hal Phak Yang Merugikan /P pu/Yang Memperclel Mak/ARL Waric melalafcas

kewajiban pembayaran l.nnpdvt [zats) ;uhn csebelum melebiki waktu yang diperjanjican seba
aimana tertulic ada SKTJM berakhir.
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24, Surat Laporan Pihak Yang Mecrugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

I NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJAY |
Nomor I
Sifat : Rahagia
Lampiran : Satu berias
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wariz dinyatakan wanprestasi

Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonexia
u.p.

Sekretariz Jenderal Kementerian Perdagangan

Jalan M.I. Ridwan Rais

Jakarta
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan hormat kami laporkan hal
tebagad berikus:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di Engkungan ... (Satuan Kerja*) yang
disebabican kekurangan ... [uang/surat berharga/barang milik negara atau
uang/barang bukan milik negara®] berupa . . . ......... [sebutkan jenis dan jumiah
uang, swrat berharga, dan/atau barang dimaksud) tebagai alibat perbuatan
......... melanggar hokum/lalai*®] dar Saudara ............. NIP........... Jabatan

2. Menindaklanjuti hal tesebut di atax, kami telah melakukan penuntutan
penggantian Kerugian [Negara dan Saudara ............ {(Pthak yang
Merugikan /Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Wariz) telah menandatanggani
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM| tanggal ..........ocoee yang
bertanggung jawab atas Kerugian NéGara sebesar Rp f... sebutican dengan

huruf ...} dan akan diganti dalam jangka waktu ... , dengan angzuran tiap
bulan sebesar Rp .cocevviveraneen [-..-.sebutkan dengan huruf...) {terlampir SKTJM).
Namun unpd bcnkhuuyn jangka waktu zesuai SKTJM dimaksud, Saudara ...
belum melal atas Kerugian Negara dimaksud.

3. Sehubungan dznpn hal terzebut di atac, Saudara ... dinyatakan
wanprestaci karena melalaikan kewajiban pembayaran zesuai dengan SKTJM
dimaksud dan zelanjutnya penyelezaian Kerugian Negara dimaksud dapat
diterucikan ke Majeliz Penyelezaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan
putusan berupa pertimbangan penyelezaian Xerugian Negara dimaksud (serlampir
dokumen pendukung penyeletaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporian, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih

Kepala Satuan Kerja/Atazan Kepala Satuan
Kerja*)

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan U nit Ezelon I berzangkutan.

*] Do nams organizas /satusn kora tompat terjadizma Kerugan Nogara.
**] Pin salah sy,
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25. Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

| manma vt oRCANISASI SATUAN EERIAY |

Nomor mremn s rn et

Bifmt : Fahazia

Lampiran : Satu berkaz

Hal : Laporan SKTJM Tidalk Dapat Dipsrolak

Th oooiiiiiccnnee.. [K2pala Satuan Kerja/Atacan Kepala Satuan Kerja®|

Selakou Pejabat Penyelezaian Kerugian Negara (FFEI|
[ -

Sehubungan dengan hal tercebut di ataz, dengan hormat kami laperkan
hal sebagai barious:

1. Berkeniaan adanya Kerugian Negara di lingleungmn .......ccoocecen (Satuan
Herja®) vang dizebablan  atac ke=lurangan - — [vang/ surat
berharga /barang milik negara atau vang/barang bulkan ::Lﬂ:k negara**) berupa
cereeee | Sebuticon jemis dan jumloh uarg, surmt berhooge, dan/otou  barang
dimalksud) sebagai alkibar perbustan ............. melanggar kukum/kelaladan®?)

dari Saudara ............ [Pihak Yang Merugikan] [terlampir hagil pemerikzasan).
d. Menindaklanjurl hal tesebut 4i atax, kami telakh melakukan penuntutan

pengEantan  Kerugian Negara Lkepada Sawdara ............... [Pihak yang
Merugikan/Pengampu/ Yang Mempercleh MHak/ Ahl Wa.n.l|, namun Saudsara

. [Fthak yang Merugikan/Pengompu/Yang Memperoleh Hak/Ahl Waris|
H.d.ak 'bu'l.ad.n.t mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Sura:
Keterangan Tanggung Jawab Mutlalk (SKETJR).

5. Behubungan dengan Surat Keterangan Tangpunmg Jawab Mutisl [SKTJM)] tidale
mungkin]  dipersleh  dari Saudara ..oeneee.. [Fihak  yang
Me=rugikan/Pengameu/ Yang Memperoleh Hak/Ahl Wars), maks menurut
pendapat kami kiranys penyelezaian Kerugion Negara dimaksud dapat diprogen
lebih lanjur dengan menerbitiean Swurat Eeputucan Pembebanan Penggansian
Kerugian Sementara (SEFPIKS).

Demikian kami laporkan st perhacan Saudars divcapkan terima kazih.

Tembuzan:
1. Pimpinan Unit Ezelon [ barsangkutan: dan
2. Kepala Bire Keuangan, Selcretarian Jenderal.

| Dl newre crpanisa satoan kerjs temmpat teradioya Kerugien Nagare.
| Filily gatah gmen,
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26. Tanda Terima SKP2ZKS

[ NAMA UNIT ORGANIGAS [ SATUAN KERJA 7] |

TANDA - TERIMA

Pada hari ini ........ ... tanggal ... - .. talan ..., yang bertanda tangan di
bawah ini
Nama/ NIP JNIP oo,
Pangkat/Gal. @ JGak v
Jabatan 0000 ! e
Unit s
Alamat Rumah §acusesoiimen s e

telah menenma Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKPZKS| Nomer .ovweesveeeee 1A0ZEAL 1vvveevcemnrine e

Mengetahui Yang menerima
Kepala Satuan Kerja/ Atasan

Kapala Satuan Kerja*|

NIP HIP s,

# Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinva terjadinya Kerugian Negara,
* Pilih salah satu.
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27.

-82-

Format Surat Keberatan SKP2ZKS

Nomor P

Lampiran  : Satu berkas
Hal : Keberatan Atas Kepumizan Pembebanan
Pengzantien Kerugan Sementara (SEFP2ZES)

Tth. Menteri Perdagangan Fepublik [ndonesia

u.p.

Eepals Satuan Ferja/ Atasan Kepals Satuan Kerja®)
di

Sehubungan dengan Surat Keputuzan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2ES) Nomor ... tangeal ... perihal tersebut di
atas, dengan ini saya:
Nama / NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Unit

vang dinvatakan bertanesung jawab ates terjadinys kekursngan .
|uang/ surat berharga/barang mulik negara atou uang’borang buh:.n: m:ﬁll:

negara™) berups ... (sebutkan jems dan jumich uang, surat berfuarga,
dan/atou barang dimaksud|) dengan jumlah Herugian Negara sebesar Fp..._
| ceeeree.. ebutkan dalss buraf ... ... ) yang disebabkan karens perbustan
melanggar hrdoum atow lalat?).

Barkensan dengen hsl terssbut di atss says mengsjulsn keberstan atas
surat keputusan dimsksud dengan alasan ... (terlampir bulkt
pendukung keberatan).

Damikian disampatkan pemchonan says, atas parhatian  Ssudara
diucapkan terima kasih.

Pemohon

¥ Ddizi namsa organicaci/satiesn kerja tempat terjadinya terjadinys Kerugian
Hegars
** Pilih calsh setu
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28. Format Surat Laporan Penerimaan atau Keberatan atas SKP2ZKS

Silmx : Rahatia

ka

1.
Z. Pimpinan Unit Ezclon [ bersanglutan.

[[AMA UNIT ORCGANISAS]) SATUAN EERJA- |

Nomer : Lap-

Lampiran : Satu berlkas
=l : Laporan Penerimaan [Heberatan **) Araz SKEPIES

YTth. Menteri Perdagangan Fepublik Indonecia
wp.

Seleretariz Jenderal Kementerian Perdagangan
Jalaw M.I. Ridwan Raiz no5

Jakarta

Sehubungan dengen hal terzebur di atas, dengan hormat kbaomi laporkan

hal cebagai barilout:
1.

Eerkensan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Herugian Sementara [SKFIES| Nomor .........
tanggal ...........perihal L. (terlampin) yang menyatakan bakwa I’-lud.lﬂ.
.............. [Pithak Yaong ﬂlﬂ'l.tgdnﬂn] bertanggumg jawab atas  terjadioya
kekurangan ........co.o.. (wEng/surae berharga/barang milik negara arou
uahg/ barang bukan milik negara®™) berupa ... |sebutkan jenis dan
Jjumlgh wang, surct borhorge, don/otaun borang dimokcsud] dengan jumlah
Kerugpian Negara vebesar Fp ... e eebutkan dalam huruf ...........
| vang disebablkan karena perbuatan melanggar hukum ataw lalad**).
Sehubungan dengon ditetapkonnya SEPIEKS dimoksud di ofos, Soudors
v (FPiRak Yang Merugikan/Pengampu,/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris|
[dalam hal mengajukan keberatan atas SEFZRS sebutkan nomor, tanggal dan
perhal surar keberatan serta alasan mengafukan keberatan|
Menindalklanjuti hal tergebut di atas, peoyelessian Herugian Hegara yang
telah diterbitlcan SKPIKS dimalkszud dan Pihak Yang
Merugikan /Pengampu /Yang Memperolek Hak/Ahll Warie™] Saudara

rmerrrrneeee. TREmgEulan fHdek mengaiulkan keberatan ") aime SEPZHS
d.'lrn.l.'lnuﬂ.. maka untuk selanjumys penyeletaian Kerugian Negars dimalksud
diteruskan ke Majelc Penyelessisn Kerugian [Hegara untuk mendapatkan
pertimbangan penyelecaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami
sampaikan dekumen pendubung penvelstalan kerugian negara zebagal
bahan pertimbangan hMajeliz.

Demilkcian kami laporkan, ataz perhatian Bapal/lbu diucapkan terima

lemeih,
Kepala Satuan Kerja/
Atazan Kepals Satuan Kerja*]
NIP . -
Tembuzan:

Ketua Majeliz Penyelesaian Keruglan Negara: dan

* Diizsi nama crganizasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara,
** Filih zalah smm.

2022, No.756
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29, Tanda Terima Telah Menerima SKP2ZK

TANDA - TERIMA

Pada har imi ... tanggal. ... tahurn ..o yvang bertanda tangan
di bawah ini:
Nama/NIP

Pangkat/ Gol, Jabatan
Unit Kerja

Alamat Rumah

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
MOMmMOr onvaveresienneee TEAEEAL L ROMEATIE - ovovvveesieivnnns

Mengetahu Yang menerima
Kepala Saman Kerja/ Atasan
Kepala Satusn Kerja
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Format Surat Penagihan
Satuan Kerja... (1) Eementarian ........ |- )| - Nemer: . 1) [

(2.} SURAT PENAGIHAN (5Pn) lembar boes ... 5.
EBerdazarkan dolumen sumber penagihan piutang PNEF berupa Surat Keputusan tentang ..o
[ R v ©. 7", " | — [T} --eere. Homesr._..... (B) ..... yang diverbigioan aleh ... (¥ ... leepads
pegeeral f pihak teratang yang tereebut di baerah ni-

Hams ] =) Penyetoran Piuteng PNEFP ke Eanz Negara
rmangrunaikan leode-kods cebagal berilous

alarnar IUUUSUY ' & | T Kementeriam . [ 5 | [——
Wegara/Lerncaga

Harusr meny=tor o= Kaz Negara pada Sank Porf/Persepgi  Unit Organdzaci S | 5 —

Sebesar :Fp (13) Satuan Kerja ) E——

Dengan huraf @ oo (13 Lolcmsi S | | —

Jenic Kemremmwmpmn 0

(1L J—

Yaitu SURUONY | V" D Pungsi L —
Sub Pungsi 118 ..o
2 O —— 128 ...
Debayarican saslipus ¢ Dibayarkan echfs ARgtasan Kaglatan F 129 .
Jatih Empe penbEyATan & . (18] o Chatpat P | | PP
EFn mangEmy
[-.15.] Janiz Salania .19
B Hesar angiuran
er. . [.17._) AU e [19)..
€, Jamuh tempe pambEyRILn
matiap mngesl . {1E].....
FaraTam: e s [i= 1 ——

1. Surat penagihen ini harus dicimpan bailc-baik

2. Setinp penyetoran atacs tagihan ini, agar pada
bulicr getor berkenasn dicamtumban mngesl dan
nomaor Surat Penagihean ind

i Apsbils penyemran dilsbolean gendin ke banl
perzepri. malks penyetoran menggunakcan
kode-kode caruan kerja tebagaimanas tereebut
di alaz, kemudian foloopd bulctd penpemran
tersabu disampaikan kepada satusn katin
barzangiorten

4. Surat Penagihan ini berlaios sebagai saras
penagihan pertama.

*) didpl pearusd danoan cars pambsvaren piatses FUEF
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Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No. Uraian lsian

(1) | Dusi dengan nama satuan kepa —

(2) | Diisi dengan kode satker

(3] | Diisi dengan nama kementerian lembaga
(4) | Disi dengan nomor surat penagihan

(5) | Dusi dengan lembar surat penagihan

a. Lembar pertamacotuk pihak yang berutang;

b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunskan sebagai
penagihan;

c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunskan sebagai
dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang

(6) | Disi dengan uralan surat keputusan

(7) | Diisi dengan tanggal surat keputusan

(8) |Diisi dengan nomor surat keputusan

(9) | Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan

(10} | Dus: dengan nama pihak terutang

{11} | Diisi dengan alarnat pthak terutang

(12) | Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka

(13) [ Ditsi dengan jumlsh piutang PNBP dalam huruf

(14| Dusi dengan ursian prtang PNEP

(15} | Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNEP (satu bulan

terhitung sejak jatuh tempo pernbayaran piutang PNBEP)

{16} | Dus: dengan angka yang menu njukan berapa kali pmtang PNEP akan

diangsur

(17} | Diisi dengan nilai rupiahk per angsuran dalam angka dan huruf

(18} | Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembsayaran angsuran

(19)|Diisi dengsn ursisn dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit

Organisasi, Satuan Kenat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungs,

program, kegiatan output, jenis belanja, akun piutang PNBP

bersangkutan.

20} | Dusi dengan ternpat dan tanggsl penandatangan/penerbitan SPn

{21} | Diisi dengan nama dan NIP Kepala Saluan Kerja bersanghkutan
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Format Surat Keterangan Lunas

2022, No.756

NAMA UNIT ORGANISASIS SBATUAN EEF.JA *

SURAT KETERANGAN LUNAS [SKETL]

Nomor:
Kepala ....ocooooeanne [Satuan Kerpa®) dengan im menerangkan bahws utang
sebesar Fp .. - |---=ebutkan dengan hunif . | ates namas Sdr .
yang bwdn.sn.rkn.n Eumt .......... Homer............. tanggal .. . “’] dmm

Jjangks waktu yang ditetapksn untuk mengembal ian Kﬂ‘l.:gm.ﬂ Nega.ra selame
............ sarta yang ditagih dengan Surat Pensgihan 15pn.] tanggal ..o
nOmor ... eemens 2% telah dibayar unas.

Enhuhunﬁl:n dengan Sdr ... ., telah melaloakan pelunazan ganti
Kerugian [Megara, maks segera dilalukan pengembalian  barang
jaminan/pengembalian harts kekayaan yang disita®*)

T rf&mmma

Tembusan:

1. Ketus Badan Pemernk=a Keuangan:

2. Ketua M gjeliz Penyelezaian Kerugan Negara;
3. Panita Urusan Pi.utnng Negara (PUFN);

5 . dan mmusm'a_ ; dan
£. Saudara . Pihak Yang Merugikan/Pengampu
fYang Mm'l. pqralo.h Half Akl Waris)

| Dhisi mnams orsaglsssifsatusn kerja tempat terjedinya  terjadinys
HKerugian Negara.

= Sebutksn penetapsn pengembalian Kerugian Negers berdasarkan SKET
JM, SEPIKS, atay SEPIK

=+ Bebutksn apsbila pelunaszan pensgihan dilakukan dengan penerbitan
S5Pn.

“+ Piih selah satu: pengembslian barang jamiman, dalam hsl surat
keterangan tanda lunss yang diterbitksn atss dasar pelunssan
SKTJM/pengembahan harta keksyasn yang disita, dalam hal surat
keterangan tands lunas vang diterbitkan stas dassr pelunaszan SEPZES
atau SKP2E.
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Format Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan

NAaMA UNIT ORGANISAS] SATUAN KEFRJA <)

Nomor S

Gifat :

Lampiran :

Hal ; Parmochonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kakaysan a.n. Saudara ........coovvvveennnes b |

Yth. Ketua Parutia Urusan Putang Negara

bu.n.gl.nﬂmtslnhl]l:u‘uhut:lum dengan imi lam: sampaikan

bahvrn Sl.udm ceeeeeeemeee ¥, telah melaluikan pehinazan putang ganti Kerugan
Negara sebesar Rp ........_.. |..-zebutlkcan dengan huruf . | yang berdazarkan Surat
nomor NN 1 R - dl.l'.lEl.ll jangks waktu yang
d.‘l.f.!hphl’.l untuk mmg,ﬂ:u'ha]u:n KEI'H.EI.EI.!'.I. N:E;l:ru. selarmna ... serts yang ditagih
dengan Surat Penagihan [SPn| tangeal .. __namer oo TR dan atms
pelunssan piutans dimsksud kami telah m.engr_'h.urlm.n Sh.uﬁar. Eeterangan Lunss

[SKTL) nomer ... tangesl - [terlampir SETL).

Berkenssn dengen telah dilaluksanys =ita astas harts keksyssn an
Saudera ...._..._.**) oleh Saudsrs sesusi dengan Surst Perintah F'-ﬂ'i}'ir.aan [SPP']
ROMOT ... . tangesl dengan Berita Acara Penyitaan nomor..

tangzal ... dengan ini karm mengsjukan permohonan pencebutan sita atss
harta keksyasn an Saudsra ... “ untuk dilskukasn pengembalian harta

kekayaan yang disite kepada Saudsara ... =)

Demikian disampaikan, atas perhatisnnya dincapkan terima kasih.

Kepala Kantor

1 Didsi nama crganizasi/satsan karja tempas teradinys tepadinys kerugian Negara.

=] ol mame Pihak Yaeg Merogloss | Pengampu | Tang hlemp Hale) Akl Warie.

#%  Hebuslan penstapan pengembalias Hemagisn Hegara berdazarkan SEPINS, atau SHPIE.
i

| Sebuzkan apabils pelunssan pensgihan dilskaksn dengan penerbizan SPn.
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33. Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomaor

Lampiran : Satu I:erk.u

Hal : Permohonsan Penpurangan Tagihan Negara
Yth. Kepala .....co00vmmn Satuan Kerga*)

di

Zehubungsn dengsn hal tersebut di atas, dengan hormat ssya
mengajukan permchonan pengursngan taghan negara yang telah ditagh
kepads =zays ternyata lebih besar dari pads yang sehsrusnys zaya buq.'nrkm:.
berdasarkan pem  bayaran pelunasan taghan  negara sesual
SRTJM/SEPZES/SEPIE™] .o eren {sebutkan mnomor/ tanggal/ perthal
surat dimaksud). Berdssarkan SKTJM/SKPZKS/SKP2K*| dimaksud yang
seharusnya saya divwajibkan membeyar ganti Kerugian Negara sebesar Ep...
---------- Iuhdkun dengan huryf,......), namun yang ditagihkan ke saya H‘.‘-‘!m

Ep . .. [..zebuthkon dergan huruf ) dan says telah melabyley pemyetoran
ke K.Els Hega.m pada Bank/Pos Persepsi™| ssbesar Fp ............ [-..sebutlan
dengan heruf.....).

Berkensasn dengan hal tersebut, zaya mengajuksn permohonsan
pengurangan tsgthan nsgara dengan bulkb pendulung mengensi adanya
jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pads yang
seharuenys sesual SKTJMSEP2ES/ SEPIK*) dimalrend.

Demikian disampaikan pemohonan i, atas perhatian Ssudara
dincapksan terima lkeasih

*  Difyi pams eeganitai/tatuan berja tempat terjadinya terjadinys lerugian Negara
% Filik paisb esrs
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34, Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomer

Lamipifadl ! wevvesssoesansmnsnmnnnea

Hal ! Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran
Yih. Kepala ..cooen, Satuan Eerja®)

Sehubungan dengen hal tersebut di atas, dengan hormat sayn mengajulan
permchonan pengembalian kelebthan pembayaransetoran atas gant: K:rugm
Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SEPZKS/SKF2K =) .
[sebuthan nomer/tanggal/perthal surat dimaksud] dan atas dasar pengurangan

tagthan sesua surat Kepala . . Satuan Kerja®] nomor.. . tanggal ..
perihal I{gleh;han. pmba:,ara.n,ﬂ'setman atas ga.nh Ken:g;m Nagara
d:ma.k‘su.d sebacar Rp... - |...sebutkan dengan huruf. ).

Berkenaznn dcngm hal tersebut, saya mengnjukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran/cetoran atac gants Kerugian Negara dan
terlampir saya sampailan bukt pendukung pengembalian kelebihan seteran

dimatesnd.
Demilrian disampaikan pemchonan ini, atas perhatian Saundara diucaplcan
terima loasih.
Pemohon,

":I Dhisy reams orsamisas sabuan kena lempal teradings teradings kenssan Negars
**| Fiih salah sani.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ZULKIFLI HASAN

www.peraturan.go.id



